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BUPATI BONDOWOSO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 

NOMOR 59 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BONDOWOSO, 
 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Nomor … Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota 

Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 

5.Undang-Undang… 
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5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6865); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 

6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2003 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009  Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177);  

10.Peraturan… 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010  Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negera Repulik Indonesia Nomor 6847); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk 

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

 
20.Peraturan… 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 972); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan 

Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 

2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bondowoso Nomor 10 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan Tahun  2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 

9 Seri E);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 

29), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bondowoso Nomor 42); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2022, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bondowoso Nomor 51); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 53); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023.             

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 

3.Bupati… 
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3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bondowoso. 

 

Pasal 2 

 

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 

2.053.335.101.258,00 bertambah sebesar Rp.183.932.204.230,00  

sehingga menjadi Rp. 2.237.267.305.488,00  dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

1. Pendapatan Daerah  

a. Semula Rp.  1.959.479.989.871,00 

a. Bertambah Rp.       72.492.004.076,00 

Jumlah pendapatan daerah  

setelah perubahan Rp.  2.031.971.993.947,00 
 
2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp.  2.053.335.101.258,00 

b. Bertambah Rp.       183.932.204.230,00 

Jumlah belanja daerah  

setelah perubahan Rp.  2.237.267.305.488,00 
 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp.       108.855.111.387,00 

2) Bertambah Rp.       111.440.200.154,00 

  Jumlah penerimaan pembiayaan  

 setelah perubahan Rp.  220.295.311.541,00 
 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp.        15.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp.       0,00 

  Jumlah pengeluaran pembiayaan  

 setelah perubahan Rp.  15.000.000.000,00 

 Jumlah pembiayaan neto  

 setelah perubahan Rp.  205.295.311.541,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  

setelah perubahan Rp.  0,00 

 

 

 

Pasal 3… 
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Pasal 3 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang  merupakan bagian tidak  

terpisahkan  dari Peraturan Bupati Bondowoso ini terdiri dari:  

 

1. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan;  

2. Lampiran II   Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan;  

3. Lampiran III   Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; 

4. Lampiran IV   Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa 

Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Bantuan Sosial;  

5.  Lampiran V   Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan 

Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD 

Pemberi Bantuan Keuangan; 

6. Lampiran VI   Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi 

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 

Kabupaten, Kota dan Desa; 

 

 

Pasal 4 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pasal 6... 
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